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RINTAH IKABUPATEN I,AHAT

PERATURAN DAnTTAH xAgupaTEN LAI{ATxopron , trF rArruN 2006

TENTANG

Menimbang

Mengingat

.b.

: 1.

s

J.

4,

5.

6.

PENDIRIAN PN,NUSATT,IAN DAERAH AIR MINT]N4 (PDAM)TIRTA I,EM4.l,ANG KABUPATEN LAHAT '

TDnNGAN RAHMAT TUITiAI{ YANG rUaH,zi nSa

,, BUPATI,LAHAT,

:a. bahwa dengan ffigtl pqraturan Menteri Daram Negeri Nomor 7Tahun r99g tri:ntangj;dom; r<[.gu*uian pr)AM maka peraturan
, PY"h rau.li.atelbhr"rt fi"ek":i rr r-ahat Nomor r rahu' 1989tentang pendiriari ?erysahaan nierat, Air Min*ni r.or,upor*n DaerahTingkat rr iraharr aun F"rut,r*o D;h U*#"irffik Tingkat rrLahat Norrror io :Sy. Gil 

";*g 
Ketentuan_ketenruan pokokBadan Penlawas, nJrtsi J*-"#*awaian perusahaan Daerah AirMinunrr Kabupaten.Dryrah Tingkaili t utnu. tinat sesil ragi <renganPeraturarl Ment3ri {ersebut i"tinggu kecr'a peraluran Daerahdimaksud perlp diganrii ;

)

:

bahwa berdasai'ri an- pe'rtimbangan sebagaimana dimaksuct paria r.rru.fa maka perlu 
_ditet{pkan 

peraturan Daerah te'tang pendirian.
Perusahaan Daerah air;Min,rm Tirta Lemat;tk;;;n l.,ahar;

I

Y"dqgLndang lrlomror 2g Tahun r,95g reil.tang penruentukzur

faerah Tingkat II gt Kotapraja Dalam p*pi"ri-si"rate.a selaran
t {!"*bqr Negara Tahun tqsg No*or 73; Tambalran r.embaran' Negara Nomor l82l );

Undang-undang Nomor 5 Tahurt 1962 tentang ptx*s;rharan Daerarr(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor I{t; ,lamtrah;,iir 
{.r:ril*rilran

Negara Nomor 2387);

Undang-undang Nom*r i0'fahun 2{}04 tuntrrrrp ircrnt.rrrptLrhil.n
Peraturan Perundang-u'dangzur (Lembarnn Negarur 

lj';,hrrn 
:2CI()4

Nomor 53; Tambahan,Lembaran Negara N'mor aigqt.

fnaaSe-unaarng Nomor 32 '['ab.un 2004 tentang, l.,r;nx,:rinri,lJrun Dirsrah
llembaran Negara Repr,rblik Indonesia 'I'ahun zi,l{14 i\ornor 125:'Iambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

leralran_tvtegeri Dalam Negeri Nornor I Tahnn l!g4 renkng,I,ata
carei Pembinaan dan Fengawasan perusahaan Iraerah di l",ingkungan
Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomol 7 I'ahun t99g tentang
Kepengurusan Perusahaan Daerah Aii l\{inuin;



,
3'

Menetapkan

,l
8' Kelutupan Meirteri Dalam Negeri Nomor 3.4 Tahun 2000 tentangpedoman Kepegawb.ian perusahian n""i#ai* Minum;
g' t*y:.-?-".jq rKabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentangKewenangan K,abdpat"n 

lqtut ;;;;;;rah otonom (LembaranDaera\ Kabupafen i.*t 
"t 

Tahun zooo"N"If,i qll,
1

DEWANPERWAK'ff,I-I,IIIXT';T,P-X1X?1"UPATENLAHAT

',,-i I ' ;dan
i, 'IBUPATI LAHAT

rl
MpMurusKAl.{:

: pElilAruRAN 
*****;TTNrANG PENDTRTAN pERusArrAANDAERATT arr[__ rvrruuer 

-ipnarro -iiRr; 
LEMATAI{cKABUPATENI,AHA,T. : - \

lr
1 Bl\Br I

rl
i KETENTUATilI UMUM

j, p"r"tl r
Dalam Peraturan 

"""* lnila;og dimaksud dengan :t. Daerah adatah daerah (lffp;;;; Lahat.2. Pemerintah 
?Truf, "a"fflrF.r*rintah Kabupaten Lahat.3. Bupati adalah Bupati t a,'iiui 

-"-
4' Perusahaan Daerah aoqrur, perusahaan )aerah Air Minum Tirta_ I",ematang Kabupaten Lahat.5' lj'}DAM Type A adalah 

'DAM 
dengan jumlah peranggan sampai

- \ dengan 10.000 (sepuluh ribu) samnungan pelaneean.6. I Direktur adarah bir"r.t*i;;#'il##To Minum rirta_ Lematang Kabupaten Lahat.7. P$" pengawas adarah Badan pengawas perusahaan Daerah AirMinum Tirta Lerrratang (abupaten Lahat.

i BAB II
lr

(l)

(2)

(3)

phNnlRihNi

1i p","r 
iz
!

Dengan Peratur{n pT.+h ini dibentuk kembali perusahaan naerahAir Minum (PD+M) firfa remui*g"fiuuupaten [,ahar.

Perusa,traan_Dfi"f, seb[gaimana dimaksud pacla ayar (t) adalahgolongan PDAM Type A.ir
ii:1$,9-1*Tt:fi tDjy sebagaim-ana dimaksuct pada ayat (2)tercrn dian I (satu)^ Pil"t* ly Z_ (dua) Kepala Bagian yani
311bidanei. 

Bagian Adginistrasi dan Keuani*, d*-s;;;, Teknis.
Masing-masing Bagian d[nat memiliki s flimi) dut, sugili,

(4) segala hak dan kewajibpn, pegawai dan kekayaan eks perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten t,ahat. y*g dib"ntuk berdasarkan
Peraturan Deer,rh Nomor 3 T'ahun 19gb beralih menjacli hak dan
l-ewajibrhn. pcgirwSi dan kekayoan perusaharur Daerah ni,, Minurn
Kabupaten LaharJyang dibentuk br:rdasarkan peraturan Daerah ini.
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Ij'asal 3
j

P"ngT tidal'< mengul'angi ketentuan dalam peraturan Daerah ini, terhaciap
Perusahaan Daerah lberlaku segala ketentuan hukum yang berlaku diIndonesia. i '

I

l'
BAB XII

I

TEMPAT KEDtrJI,UII-J.N, TUJTIAI\I DAN LAPANGAN USA.HA

BAB IV.

(1)

(2)

I

, Pas'al 4,1,
Perusahaan Daerah l"*rgrt*an_di Lahat dan dapat mendirikan cabang-
catlangnya di wilayah rlobupaten Lahat dan di tempattempat lain yang dipandangperlu. 

' , 
:

Pasdt 5
,l

Perusahaan Drlrerah u".tuj$ ikut serta melaksanakan pembangunan
Daerah dan pembanqunan nulionut pada umumnya.

i

' prrrlt r
li

Perusahaan Daerah *.nu*uij*eur air minum yang bersih dan memenuhi
syarat-syarat kesehatan.bagi phasyarakat dengan mengutamakan pelayanan
dan kebutuhan masyarakat. 

1

J

I 
nasal 7

?prusahaan Daerah dapat mengadakan kerjasama clengan Badan usahavlitit 
- 
Negara/Daerah, 

- 
koperasi dan swasta sesuai d"rrgan peraruran

perundang-undangan yang berlaku.

(3) Modal
a. penyisi

pasiva dari

(l), modal
Pemerintah
Ferwakilan

dapat ditambah dari :

keuangan Daerah yang tercantum da.lam

b.
c.
d.

dan Belda Daerah;



l, pasa4 9
,,1(l) Perirsahaap Daerah tidak mengadakan cadangan diam atau cadansanratrabia. 

I

\2) Semua alat ilimiaitas
Sumatera Selltan atau

I Bupati. ,' ;

$J$Og di Bank pembangruran Daerah
bank Pemerintah lain yang-dit*iut ot"n

v
I

BAN
I

I

PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN
ll, 

, 
Pasril l0

(1) Kepala Daerah tn.ud** penguasiun terhadap perusahaan Daerahyang berhubunsln d.:llgu" hak, ilewenang dan kekuasaan pemerintah
Daerah sebagai pemili{i

(2) Pengelolaan 
$h"l"q . 

perusahaan Daerah sebagai satuarr usahadilakukan oreh oi$ktur sesuai derrgan d;#;'lirulili
, 

perundang-turdangan jang berlaku. v

I

(1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur.

@ Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usuldan pertimbairgan dari Badan pengawas.

(3) Direkhu dian,e{aj. berJasarkan syarat-syarat kemampuan dankeahlian dul* bidpg pengelolaan perusahaan, memenuhi syarat

$:y:ry9{ry*+ryl,kmenur{angr".uiuu"p"*"rtu1n"}ffig,i:tyf fp ,.:1*i dengan reterituan ;;;;;ffij#;:i undangan yand berlakrh.
1 i a. syarat *h* r 

i

' ' 1. wabga negAra Indonesia;

?. be{taqwa {epada Tuhar yang Maha Esa;3. *,i" $ ltaat kepada paniasila dan Undang-Undang
DaFar 19al;

4. setia dan tdat kepadaNegara dan pemerintah Daerah;

lsung {alam setiap-kegiatan yarig minghianati Negara
atuan S.epublik Indonesia yang berdasarkzur pancasila
Undanrg-Undang Dasar 1945;

fair rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa
kppada Pemerintah Daerah;

ljcfbut hak pilihnya berdasarkan Keputusan
Pengadihrlyang telah mempunyai kekuatan hukum yang

BAB VI

DIREKTUR

Pasal 11

1945:

5. |$ perilah terlibat baik langsung maupun tidak

6.

7.

8.
tetrip;
sohatjas:



I'
r'r,

',,'t',

'0. syarat klusus :

t ]. mempu:rydi kepribaclian dan sifat_sifat kepemimpinan;' 2. memp,unydi pengetahuan, kecakapan dia" pengatarnanjp"k.F-d yuri;krp di bidang pengeroraan perusahaan;3. r bermbawa dan jujur.
I I r-J--'

1':
I p"r"lt rz

i

tl(1) Masa jabatan pirektur 
ldalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat

kembali hanya.i'ntull ,r _(salr)_ kali masa jabatan dengan 6tap
memperhatikan ketentu.rin pasal lL ayat (Z) danayat (3).

t ,'

(2) Direktur sebelum mergha*an tugasnya terlebih dahulu diiantik dan
diambil sumpafujanjinya oleh Bupati.

lr
1 Pasal t3

(1) Antara DiryIq {engan Bupati dan/atau dengan anggota Badan' Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga su-pai dengan derajat
ketig4 baik menurut garis lurus maupun garis ke sampinf termas"*k
menantu dan ipar.

(2) Jika setelah pengangkatan mereka termasuk dalam hubungan
keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka ,-Lt
melanjutkan jabatannya diperlukan izin tert'lis dari'Bupati.

(3) Direktur dilal'ang merangkap -iabatan lain sebasaimana tersebut di
bawah ini :

a. anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau perusahaan.
swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan

, perusahalan;
J

' b. jabatan struktmal atau'fungsional lainnya daram instansi atau
i lembaga Pemerintah;

c. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang {erlaku.

i

(4) Direktur dilmang mqnpunyai kepentingan pribadi baik langsung
maupun tidak langsurfg dengan perusahaan/perkumpulan lain yang
berusaha daliiun lapangfan yang bertujuan menoari laba.i-

ii
' Pasal,l 14

(l) Direktur berhenti atair dapat diberhentikarr oleh Bupati meskipun
masa jabatannya belurh berakhir, karena :

a. meninggla dunia;
b. permintaan sendiri;

, c. berakhir masa jabatan;
d. melakukan iinddkan yang merugikan Perusahaan f)aerah ntau

bertqntangan der[gan kepentingan Negara dan atau kepentingan
Daerlah; 

- i-
sesuatu hal ,yang mangakibatkan ia tidak dapat melaksanakan
tugasnya seCara wajar.
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\2) Khusus dallam lal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud
dalam ayaf (1) hrnruf dl, Direktur diberhentik* .*jt * sernentara dari
tugasnya oll:h Bupati spsuai usul Badan pengawas.

1rl(3) Pqmberhd,ntian semenlar1 sgbagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diberitahukan secara terturis kepada Direktur yang bersangkutan danBadan Pengdpas cfisertai alasan-alasan yirg menyebabkan
pemberhentian bementara tersebut.' , ,i(4) Dalam hat terja{i penoperhentian sementara sebagaimana dimaksud
dalam ayat(2), dilakdirhn hal-hal sebagai berikut i
a. selambat-lamludrvu 9d* jangkaiwaktu 1 (satu) bulan sejak

I ?]rc,k y .yang bersangkutan diberitahukan ,.ntiog
' pemberhentian sementarany4 Badan pengawas mengadakai

i :td** yang khusus diadakan'nt*k itu diriana Direki' yangI bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. ' -
Jika Direktur yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang
tersc.but, *qu yang bersangkutan dianggap menerima upuprri
yang diputuskan oleh Badan pengawas;

b. dalam sidang tersebut Badan pengawas menetapkan lebih
laqiut status Direktur yang bersangkutan apakah diberhentikan
setenrsnya ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan,
au" segi'a menyampaikan keputusannya secara tertulis kepadaBupati; 

i

selambat-lambatnya dalam jangka waklu I (satu) bulan sejak
diterimarlva keputusan sirJang sebagaimana'dimaltsud <lalamihuruf b, Bupati mengeluarkan Keputusan dffn
memberitahukannya secara tertulis kepacla ilirektur yang -
bersangkutan dan Badan Pengawas.
Jika pemberitahuan tersebut tidak dilakukan dalam waktu yang
telah ditentukan maka Keoutusan Bunati tersebut meniadi Latal
menurut hukurn.

(5) Jika sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak

(6)

diadaksn oleh jBadan
maka usul o,:rirberhe
ayat (!)

Jika
hunrf c di
Badan Penga
permohonan
disertai
Keputusan Bu1

{lnstansi atasan
tersebut
diterimanyp
semua pihak

dalam waktu yang telah ditentukan
sementara sebagaimana d.imaksud dalam

nurut hukum.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
Direkfur yang bersangkutan maupun oleh

pihak yang bersangkutan dapat mengaiukan
tertulis kepada instansi atasan dengan

a dalam waktu 2 (dua) minggu setelatr
diterimanya.
keputu$an terhadap permohonan tsanding
'a dalam waktu 2 (dua) bulan sejak

Banding. Keputusan tersebut mengikat

llikalinstansi atAsan tid{k mengambil keputusan terhadap permohonan
Banding6 dalam'waktu fang telah ditentukan maka Keputusan Bupati
sebagaimana {imaltsup dalam ayat (4) huruf c menjadi batal
menurut hukum spliingga permohonari Banding dianggap diterima

i

l

(7)
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l pas{ rs
l

Direktur mewai<ili ig*rut a* Daerah di dalam dan di iua-Pengadilan 
;l;

Dlektur dapat rn"11#Tan kekuasaan mewakili perusahaa4,. Daerahsebagaimana dimaksu{ ddT avat (l) ki:pada rild;; beberapa

,lf5..l",sll:_perusahaan Daerah yang khusu, JiiG:"t untuk itu,
ra,uupun kepada orang atau badan lain diluar peruslhaan Daerah
dengan persetujuan Bupati.

Pasal 16

Piryk*- memimpil penyelenggaraan perusahaan Daerah sehari-hari
berdasarkan tebijaksanaan *u- yang digariska' oleh Bupati danatau Badan Pengawas dengzur mengikuti t-ata tertib ,*nu ,utu t"4uyang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentu; peraturanperundang-undangan yang berlaku.

I

Direktur *"nfu*, dan mgnguasai kekayaan perusahaan Daerah. 
I /

Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direktur dan Badan tt
flneawas diuF ddg p".ut** y*g dit"tapkan .r-r,}ffi //aengi:.' persettrjuan Bupati setelah mendapat pertimberng* J*i ,t
Badan Pengawas.

l

Pasal 17

Direktur mengusulkan kepada Bupati melalui Badan pengawas mengenai
harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan artau tidak
bermanfaat lagi (idle assets) untuk dihapus itau dijual. 

*

(1)

(2)

(l)

(2)

(3)

(1) Direktur memcalukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati
dalam hal sebagai berikut:.

Pasal 18

a. mel8a${ip.plr{anjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka

(2)

b. mengada$an'lrnjfman dan mengeluarkan obligasi;

,". Semnepfeh, mefnindahtangankan atau membebani benda taki berserak:l r r

dari I (satu) tahun;
r'prnjhman dan mer
,, meinindahtangan

oergeraK;l I !

d. mengada$aniinvqstasi baru;
e. penyrptadn ntodaf dalam perusahaan lain;
f. mengadafani tin&akan-tindakan lain yang dipandang perlumengadafani tinpakan-tindakan lain yanl

adanya p$rseprjudn atau pengesahan Bupati.

Persbtujpan dari atau p0mberian kuasa sebagaimana dimaksud datam
ayat (1) diberi$an cileh Bupati setelatr mendapat pertimbangan dari
Badan Pengawis.

i)

(3) Dalam hal Dil"khr, tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dah4{ ayat (l), maka segala tindakan Direktur dianggap A
tidak rhewatctf{i Pirus4hian Daerai- dan meqiadi tanggung ;#ab /)
prtbadi Qirek$tt yang bprsangkutan.,',1

iii




